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Bappeda Badung Serahkan

Rancangan KUAke Dewan
EKSEKUTIF Kabupaten Ba-

dung. Senin (15/6) kemarin me-
nyerahkan Rancangan KUA (Ke'
bijakan Umum APBD) dan PPAS
(Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara\'APBD Kabupaten
Badung Tahri*riAnggaran 2016 ke
Dewan Badung. Rancangan KUA
dan PPAS tersebut diserahkan
Kepala B4ppeda dan Litbang I
Wayan Suambara kePada Ketua
DPRD Badung. I Nyoman Giri
Prasta did,ampingi Wakil Ketua I
Made Sulraru dan Ketua Komisi
III. I Nvoman Satria, di Ruang
xeiua dPRn Badung, Pusat Pe-
merintahan Kabupaten Badung.

Menufut Wayan Supmbara,
penverahan rancangan tersebut
sudah sesuai dengan aturan yang
berlaku, bahkan sudah tepat
waktu. Bilrdasarkan Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Permendagri 13
Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,
menvatakan penyerahan rancan-
ean-KUA dan PPAS apggaran
induk paling lambat minggu ke-2
bulan Juni. Itu artinya, penyera-

han ini sudah tepat waktu. "Kami
harapkan rancangan KUA PPAS
iiri segera mendapat pembahasan
di DPRD," ucapnya.

Suambara menyampaikan,
tema pembangunan Badung ta-
hun 2016 adalah "Memantapkan
Tata Kelola Pemerintahan dan
Kemandirian Masyarakat untuk
Memperkuat Daya Saing Daerah"'.
Tema tersebut dijabarkan ke da-
lam sembilan prioritas pernbangu-
nan tahun 2016. Plafon anggaran
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sementara l\rIJu I'aourrg, Larrurr
20 16 dirancang pendapatan daerah
Rp 3,5 triliun lebih. meningkat Rp
347 miliar lebih (10,68 persen) .dari
APBD Induk 2015 yang hanya Rp
3,2 triliun lebih. Pendapat4n, asli
daerah dirancang Rp 2,9 triliun
lebih, meningkat Rp 349 miliar
lebih (13,55 persen). Penerimaan
pembiayaan daerah dirancang Rp
4.803 miliar lebih atau naik Rp
271,129 mi-Iiar lebih (98,26 persen)
dari APBD tahun lalu. Belanja
Iangsung dirancang turun dari Rp
1,6 triliun lebih menjadi Rp 1,5
triliun lebih tahun 2016 atau turun
6,09 persen. (ad1225)
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Paling Besilr
SEMPAT terlambat, dana desa dari pemerintah pusat

a\hirnya cair dalam rentang akhir Mei hingga awal Juni
lalu. Dana desa sebesar Rp 185,6 miliar lebih itu diterima
oleh 636 desa dinas. Sementara 80'kelurahan tidak ke-
bagian. Adapun alokasi dana desa yang diterima per ka-
bupaten, masing-masing Bangli sebesar Rp 19,19 miliar,
Badung Rp 13,82 miliar, Buleleng Rp 36,81 miliar, Gianyar
ryp 19,16 miliar, Jembrana Rp 12,41, miliar, Karangasem
Rp 21,96 miliar, Klungkung Rp 15,26 miliar, Tabanan Rp
37,06 miliar, dan Denpasar Rp 9,72 miliar.

Terbatasnya penerima juga terkait dengan kabupaten/
kota yang belum selesai menetapkan peraturan daerah
mengenai penetapan desa adat atau desa dinas. Penetapan
ini sesuqi isi Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang
Desa. "Kalau dalam kaitannya dengan Undang-undang
Desa.kemarin itu karrpenetapan oleh kabupaten, sampai
saat ini belum ada yang menetapkan (desa adat atau desa

Souq - redl. K{lau belum ada yang ditetapkan berlaku
Pasal 116 ayatt'2 bahwa desa iebe-lum un-dang-undang
ini ada, masih ltetap diakui keberadaannya. Makanyi
hanya berjumlah 636," ujar Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Bali I Ketut
Lihadnyana di Denpasar, Senin (15/6) kemarin.

Lihadnyana menambahkan, dana desa sejatinya diberi-
kan kepada desa yang sud6h 6spiliki kode desa dan peta
wilayah. Sementara ini, syarat tersebut hanya dipenuhi oleh
desa dinas yang sudah ada di Bali. Meski demi-kian, desa
adat tetap kecipratan bantuan tersebut. "Di dalam dana
desa itu kan ada pemanfaatannya untut pembangunan
dan untuk pemberdayaan. Nah pemberdayaan itu kan bisa
mengakomodir desa adat. Masuk ke RPJM-nya @encana
Pembangunan Jangka Menengah - red) mereka, masuk ke
RKT-nya (Rencana Kerja Tahunan) mereka," jelasnya.

Lihadnyana melanjutkan, total Rp 185,6 miliar lebih
dana desa itu diterima berbeda-beda oleh masing-masing
desa. Tergantung dari luas wilayah, jumlah penduduk, ting-
kat kemiskinan. dan tingkat kesulitan topografi. Sebelum
masuk ke desa, dana itu terlebih dahulu masuk ke rekenine
Bendahara Umum Daerah kabupaten/kota.
Hal.23
Sedang Berproses

l
I

Dana Desa untuk Bali 1



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

WW Bati Post

Edisi

Hal

: ktoEo , [Q ilrtJotr
.13

Sedang Berproses
;f',:''."1651;',itfi*ii'i,,,, :::J:::.**gikansamarata

seberum.nya diberitaka n. i3LtH?;tHftf#tyffJ:pencairan dana desa menga- kanvariabellua"*iuy"f,,ffi_
lami keterlambatan lantaran lah penduduk, tingkat ke;iski_
ld? *Hi Permendagri No.60 nan, da., fes,nita;topo-grufi,-*'l'ahun 2014 tenta_ngDana Desa ,,Semula 

"".r.r.rurry"u 
durruyangbersumberdariAPBN. Di desa itu pembagia.m;a ?0'j0,

sisilain,pemerintahkabupaten/ dalam u"tiur, 7O p""""""yu
kota di BaLi.juga sedang ber-' dibagikansanaratapadasemla
proses. menyiapkan peraturan desa dan B0 pe"sen b""dasarka.,
Ptq"y,ry4,t otatentalS tindak vanabel luas wilayah, jumlah
lanJutdaladaradesa.Pencairan penduduk, tingkat kemiskinan,
dana desa awaLaya direncana- da., ke*uiian topografi," im_kanbuJanAprilolehpemerintah buhnya- - --

Kata dia, dana desa tersebut
juga terkait dengan anggaran
pendapatan dan belania desa
kargna selain bersumber dari
pendafatan asli desajuga trans-
f'er pemerintah pusat ke desa,
transfer provinsi dan kabupaten
ke desa. serta pendapatan laln-
larn yang sah. Yang termasuk
transfer itu dana desa, alokasi
dana de,qa yang sumbernya 10
persen dari dana perimbangan.
bantuan keuangan khusus lari
pe_merintah provinsi seperti
halnya bantuan desa pa_kraman,
subak. gerbangsadu.-dan seba-
gainya," paparnya. (knb3z)

pusat.
"Lebih bai-k dana desa ini

agak terlambat pencarannya
dgnga.n meneedepankan prm-
srp Kenah-hatar\ yang penting
aspek hrrkumnya bidak sampai
bermasalah," ujar Lihadnyana
bulan 14.i lalu. Dikatakan. 90
persen dari total dana desa


